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PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba‘ b
< Ta' t
< sa 8 s (dengan titik di atas)
| i
1f : ) ha‘ h h (dc—ngan titik di bawah) |
c kha' kh _
J dal d -
J zal z z (dengan titik di atas)
D | oraf T |
J zai z .
S5 sin 8 -
u.:ﬁ syin sy -
U< sad $ s (dengan titik di bawah)
U= dad d d (dengan titik di bawah)
b Ta' t t (dengan titik di bawah)
L Za' Z 7 (dengan titik di bawah)
& ‘ain i koma terbalik ;
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.& gain g -
8 fa* -
3 qaf q -
S kaf k .
d lam | -
e mim m B
) nun [ n
3 wawu W -
- ha’
apostrof  (tetapi  tidak
¢ hamzah d dilambangkan apabila ter-
B B letak di awal kata)
S ya' y .
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa [ndonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monofiong dan rangkap atau difiong.

a.

Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnys berupa tanda satau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama
— Fathah a
— Kasroh i
-_— Dammah u
Contoh:
S kataba

viii

Huruf Latin

Nama

B yazhabu



Jiw suila DS3_ Jukira
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
T -p— Fathah dan ya ai adani
g Fathah dan wawu au adanu
Contoh

s kaifa d}“- haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

(@ — k... Fathah dan alif atau alif a a dengan garis di atas
Maksurah

(B i Kasrah dan ya i i dengan garis di atas

9 o dammah dan wawu u u dengan garis di atas

Contoh:
LJG - qala dﬁs - qila
@) - rama d}‘.—!- yaqulu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

ix



a. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, translitcrasinya adalah (t).

b. Ta’ Marbutah mati

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

¢. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” scria bacaan kedua kala itu terpisah,
maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /b/

Contoh: :\-.‘.Aj‘ 4-*-'4,3,) - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebush tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

Contoh: u—.‘) - rabbana
&“‘3 -nv’'imma

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu “d‘". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas



kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang

diikuti oleh qamariyyah,

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : dﬁ_)j‘ — ar-rajulu

Basull _ as-sayyidatu

CJd

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah,
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan  aturan yang digariskan di depan dan scsuai pula dengan
bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah mupun huruf qamariyah,
kata sandang ditulis terpissh dari kata yag mengikutinya dan
dihubungkan dengan tanda sambung (-)
Contoh: ?-E-“ - al-galamu M‘ -al-jalalu
2t gl badivy
7. Hamzah
Scbagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif,
Contoh :

2 5 yal

(2™ - syai’un RV

- umirtu

Xi



¢}m - an-nav’u UJht’ - ta’khuzuna

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya sctiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

L.).'.‘EJ‘ ,)3‘ A }GJ ) O‘j - Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin

L'J‘-,.}.-.‘-“S‘J d.-.‘s-“ ‘Jéj\-é - Fa ‘aufu al-kaila wa al-mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 'kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :

d}k{) M MMLA} - wa ma Muhammadun illa Rasil

xii



U“L‘-n b'-'aj ‘:‘,-.U dji CJ‘ - inna awwala baitin wudi’a
li an-nas
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnys memang lengkap dernikian dan kalau penulisan itu disatukan
~dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh ;
G A C‘:'éj ahf (R @l - nagrun minallahi wa fathun garib
L‘:‘-‘;J‘y‘ & - lillahi al-maru jami’an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transitcrasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap tingkah-laku warganya
tidak terlepas dari aturan. Hal ini tercermin dalam aturan-aturan yang telah
dibuat oleh pemerintah yang ditujukan untuk memberi garis-garis dan sebagai
patokan bagi warganya untuk setiap langkahnya dalam kehidupan
bermasyarakat. Telah tampak pula dalam usaha pemerintah untuk
menciptakan suatu unifikasi hukum sebagai salah satu aplikasi dari tujuan
pembangunan, di antaranya dengan dilakukannya unifikasi dalam perkawinan
dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
dan daiam bidang agramna dengan Undang-Undang No.3 tahun i960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Namun ternyata dalam masalah kewarisan sampai saat ini belum ada
suatu unifikasi hukum kewarisan, sehingga bukan tidak mungkin lagi jika
masalah kewarisan ini menjadi persoalan yang sering menimbulkan sengketa
dan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban
persaudaraan dalam masyarakat. Di samping itu naluri manusia yang
menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan
berbagai macam cara untuk mendapatkan harta tersebut, termasuk di

dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.” Kenyataan seperti

" Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),
hlm. 356.



itu telah ada dalam sejarah kehidupan umat manusia, terjadinya kasus gugat
waris di pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama
menunjukan fenomena ini.” Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya
semua memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa yang menjadi hak-
haknya, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajibannya yang berkaitan
dengan harta warisan tersebut.

Setiap kehidupan pasti mengalami kematian, begitu juga yang akan
dialami oleh manusia. Dengan peristiwa kematian itu akan timbul hubungan
hukum dalam masyarakat, yaitu masalah kewarisan. Meninggalnya seseorang
merupakan peristiwa hukum, sehingga akan timbul pula akibat hukum, yaitu
tentang bagaimana cara kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang
menyelesalkan segala urusannya baik yang berhubungan dengan si mayvat
sendiri maupun yang menyangkut hak atau kepentingan orang lain. Dalam hai
im mencakup pula pengertian penyelesaian terhadap harta benda yang
ditinggalkan

Terhadap harta waris ini, para ahli waris berkewajiban untuk
melakukan pembagian kepada para kerabat yang ditinggalkan menurut hukum
atau ketentuan yang berlaku. Namun sebagaimana dikemukakan di atas bahwa
sampai saat ini belum ada unifikasi hukum kewarisan, maka hukum kewarisan

yang berlaku dan dipakai di Indonesia ada 3 macam yaitu:

4 Ibid.



1. Hukum kewarisan perdata yang terdapat dalam kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW), Buku ke II,Bab XII sampai
dengan XVIII dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130.

2. Hukum waris yang terdapat dalam hukum Adat, yaitu dalam bagian
hukum waris Adat.

3. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan
hukum waris dalam figih Islam, yang disebut figh Mawaris atau Ilmu
Faraidh. ¥

Ketiga hukum kewarisan ini mempunyai perbedaan yang esensial, di
antaranya adalah mengenai persyaratan ahli waris yang berhak menerima
harta warisan. Hukum Islam mensyaratkan bahwa pewaris dan ahli waris
harus sama-sama beragama Islam, sedangkan menurut BW dan hukum Adat,
perbedaan agama tidak menyebabkan terhalangnya seseorang untuk menerima

» 4)

warisan.

Adanya berbagai macam sistem hukum kewarisan ini sering
menimbuikan permasatahan vang periu penanganan Khusus. Adanva sengketa
dan perselisithan antara para pihak ini menuntut untuk diselesaikan terlebih
dahulu dengan cara musyawarah, menurut hukum yang dianut. Jika
penyelesaian secara musyawarah tidak bisa dilakukan, maka penyelesaian
sengketa terscbut dapat dilakukan di pengadilan, baik Pengadilan Negeri
mapun Pengadilan Agama.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa kewarisan bagi umat Islam

menjadi kompetensi Pengadilan Agama, namun dalam kenyataannya tidak

sedikit umat Islam yang menyelesaikan sengketa kewarisan mereka di

Y Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek), cet. 2, (ttp : Darul Ulum Press, 1993), him. 16.

Ybid., hlm. 42.



Pengadilan Negeri. Hal ini terjadi karena di samping adanya hak opsi juga
karena adanya perbedaan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing ahli
waris atau ahli waris dengan pewarisnya, mengingat begitu banyaknya kasus
perkawinan beda agama yang terjadi dewasa ini atau banyaknya kasus
penyimpangan agama yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga dari
agama yang dianut oleh anggota keluarga yang lain, yang disadari atau tidak,
bahwa hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum baik bagi dia sendir
maupun bagi anggota keluarga yang lain.

Dari hasil penelitian terdahulu terhadap kasus sengketa kewarisan
beda agama, Pengadilan Agama menetapkan, bahwa ahli waris yang berbeda

agama tidak mendapatkan harta warisan dari pewarisnya. Oleh karena itu

»

oenvoasun mencoba menvadakan oenelitian di lembava Penvadilan Neoer
karena diduga ahli wans non-Isilam akan mendapatkan bagian dan harta
peninggaian pewarisnya, dengan berpatokan pada Hukum Adat atau Hukum
Perdata Barat.

Dalam nenjelacan nacal 10 ITndang-TTr\dang No 14 Tahun 1970
secara sadar menetapkan lingkungan Peradilan Umum sebagai badan
peradilan bagi rakyat pada umumnya dengan fungsi dan wewenang yang
meliputi bidang perkara pidana dan perkara perdata.”’ Dengan demikian,
secara otomatis Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Umum memiliki

kompetensi untuk memeriksa dan menyelesaikan kasus sengkata kewarisan

antara orang Islam dengan non-Islam. Untuk itu menarik bagi penyusun untuk

2 M Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, cet. 1,
(Jakarta . Sinar Grafika, 2001), him 100



mengadakan penelitian tentang bagaimana Pengadilan Negeri menangani
kasus tersebut.

Pemilihan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai obyek penelitian,
karena penyusun menduga bahwa di daerah perkotaan terdapat banyak
keluarga beda agama, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah pengadilan
yang membawahi kota Yogyakarta. Di samping itu penyusun ingin
mengetahui kehidupan sosial keagamaan dan kesadaran hukum masyarakat

kota yang cenderung heterogen.

B. Pokok Masalah.
Berangkat dari uraian di atas, maka sebagai pokok masalah dalam
nenehitian im adalah
1. Apa dasar hukum dan kewenangan absolut atau kompetensi absolut
Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa kewarisan antara orang
Islam dengan non-Islam
7 Ragaimana Majelic Hakim Pengadilan Negeri Yaguakarta menvelecaikan

sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan.
Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan skripsi dengan judul
sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam (studi kasus di

Pengadilan Negeri Yogyakarta) ini adalah:



1. Untuk menjelaskan apa dasar hukum dari kewenangan absolut atau
kompetensi absolut Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengadili
sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam.

2. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum dan putusan yang
diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap sengketa
kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan
penyelesaian sengketa kewarisan antara orang [slam dengan non-Islam.

2. Dar hasil penelitian ini diharapkan dapat diyadikan referens: bagi para
hakim selanjutnva di dalam memeriksa, menvelesatkan serta menctapkan
putusan dalam kasus sengketa antara orang islam dengan non Isiam, dan

sebagai bahan pertimbangan pihak lain yang terkait.

D. Telaah Pustaka.

Sepanjang penelusuran data yang penyusun lakukan, belum
ditemukan satu pustaka baik berupa buku maupun karya ilmiah lainnya yang
membahas tentang sengketa kewarisan antara orang Islam dengan orang non-
Islam khususnya yang ada di Pengadilan Negen Yogyakarta.

. Namun dalam penelusuran tersebut penyusun menemukan karya
ilmiah yang membahas tentang warisan beda agama yaitu sripsi saudari Ulfah

yang berjudul Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Pembagian Warisan



Dalam Islam (studi Banding antara Mu'az bin Jabal dan Jumhur Ulama)
disebutkan bahwa orang non muslim tidak dapat mewarisi pewaris muslim,
akan tetapi orang muslim dapat mewarisi harta peninggalan pewaris non
muslim dengan dasar pendapat Mu’az bin Jabal®. Juga skipsi saudari Euis
Muflihah Laila yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian
Warisan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Merdikorejo Kec. Tempel kab.
Sleman) menjelaskan bahwa adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli
waris tidak menjadi penghalang dalam pembagian warisan di desa tersebut.
Hal ini dikarenakan adanya kehendak seluruh ahli waris supaya tidak ada
perselisihan yang bisa mengakibatkan perpecahan dalam keluarga, meskipun
hasil akhir dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pembagian warisan
semacam ini sama sekali tidak sesuai dengan kaidah hukum Istani Sikap para
ahly waris yang merelakan pembagian harta warisan dengan tidak memandang
agama dar masing-masing ahli waris sebenarnya dapat meniadakan
pelaksanaan suatu hukum dalam hukum Islam.”

Dalam ckrinsi sandara Mashadi’ Waluve dengan  Tndul  Startwe
Kewarisan Bagi Kerabat Non-muslim (Studi Analisis  atas Putusan
Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Dengan

Mahkamah Agung), intinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama maupun

® Ulfah,” Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Pembagian Warisan dalam Islam (Studi
Kasus antara Mu’az bin Jabal dan Jumhur Ulama)”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001

” Euis Muflihah Laila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Beda Agama
(Studi Kasus di Desa Merdikorejo Kec. Tempel, Kab. Sleman)”, Skripsi tidak diterbitkan,
Yogyakarta : Fakultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga, 2002



Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan bahwa kerabat
yang non-muslim tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang
beragama Islam karena adanya perbedaan agama, oleh penyusun dirasa sudah
tepat. Sedangkan Mahkamah Agung dalam putusannya bahwa kerabat yang
non-muslim mendapatkan harta peninggalan pewaris muslim dengan jalan
wasiat wajibah juga tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.”

Dalam penetapan lembaga peradilan yang dapat dijadikan sebagai
tempat untuk menyelesaikan sengketa, saudara Achmad Fauzan dalam
skripsinya dengan judul Hak Opsi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan
Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Pengadilan Agama Dan Pengadilan
Negeri Kabupaten Magelang 1997-1999), menyebutkan bahwa ada beberapa
hal vang meniadi alasan hapi penctapan lembaga Peradilan Negeri sebagar
tempat untuk menyelesaikan perkara bagi umat Islam, antara lain karena
adanya anggapan bahwa pembagian warisan di Pengadilan Agama dengan
menggunakan hukum Islam dirasa kurang adil bagi ahli waris perempuan,
masvarakat tidak mengetahui adanva kompetensi Pengadilan Agama dalam
menyelesaikan perkara kewarisan serta kurangnya kesadaran agama

khususnya dalam pembagian warisan dalam masyarakat.”

¥} Mashadi Waluyo, “Status Kewarisan Bagi Kerabat Non-Muslim (Studi Analisis atas
Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Mahkamah
Agung)”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah 1AIN Sunan Kalijaga, 2003

?) Ahmad Fauzan, “Hak Opsi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan Masyaraka
Muslim (Studi Kasus di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang 1997-
1099)”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakulas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga,2002



Jumhur ulama telah sepakat bahwa saling mewarisi tidak ada apabila
agama ahli waris dan pewaris tidak sama. Artinya bahwa orang kafir tidak
dapat mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak dapat mewarisi orang
kafir.'” Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia menyatakan
perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi.'” Sedangkan
Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia
menjelaskan bahwa seseorang tidak pantas menjadi ahli waris apabila:

1. Ta dihukum oleh hakim, karena membunuh si peninggal warisan, jadi
harus ada putusan hakim yang menghukumnya.

2. la dengan paksaan menghalangi si peninggal warisan, akan membikin,
merubah, atau mencabut testamen.

% 1a menghilangkan membinasakan atau memalsukan testamen dari s
peninggal warisan. ™’

Dari poin vang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro di atas tidak
ada satu pun yang menyatakan bahwa perbedaan agama akan menghalangi
seseorang untnk menerima warisan. dan inilah vang diiadikan dasar bagi

Pengadilan Negeri dalam menyelasaian perkara yang diajukan kepadanya

19 Sa’ad Abu Habieb, Ensiklopedi Ijmak, alih bahasa K HM. Ahmad Sahal Mahfudz dan
K H.A. Musthafa Bisri, cet. 2, (Jakarta - Pustaka Firdaus, 1997), him. 904

') Ahmad Rofiq, Hukum Islam di.... hlm 404-405.

12) Wirjonc Projodikoro, Hukum Warisan di Indoncsia, cet.6, (Jakarta : Sumur Bandung,
1980), hilm .91
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E. Kerangka Teoretik.

Segala kewajiban perorangan dengan meninggalnya seseorang pada
prinsipnya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun yang mélyﬁﬂékut harta
kekayaan dari yang meninggal tersebut, beralih kepada pihak lain yang masih
hidup, yaitu beralih kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak
penerimanya.'® Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 832, Bab
XII tentang pewarisan karena kematian menyebutkan bahwa yang berhak
untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik, sah, maupun luar

) namun bilamana baik

kawin dan si suami atau si istri yang hidup terlama,'*
keluarga sedarah maupun si yang hidup terlama di antara suami-istri, tidak
ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal akan menjadi milik
negara, dan negaralah vang wajib melunasi utang-utangnva sekedar harta
peninggalan mencukupi untuk itu.*”’

Dalam Hukum Islam seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun
diwarisi oleh orang non-muslim karena adanya perbedaan agama antara

newaris dengan ahli waris Demikian pendapat Jumhur Ulama vang

mendasarkan pendapatnya kepada hadis :

13) Suparman Usman, [hkisar Hukum Waris Menurut....,hlm. 50.

) Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 28, (Jakarta : Pradnya Paramita,
1996), him.221.

5 Ibid.
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19)abisall AN Y A Lot & iy

Batasan dan halangan tersebut tidak hanya didasarkan pada hadis
Rasulullah saja, tetapi juga pada perbuatan Rasul yang membagikan harta Abu
Talib ketika Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Rasul
membagikan harta Abu Talib tersebut kepada Uqail dan Talib, sedangkan
anaknya yang lain yaitu Ja’far dan Ali tidak mendapat warisan karena mereka
sudah masuk Islam.'”

Secara logika dapat dianalisis bahwa pusaka mempusakai
merupakan alat penghubung yang mempertemukan antara ahli waris dengan
pewaris disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa
tolong-menolong antara keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-
perhedaan  datam hak  kebendaain,  seport
menguasainya, dan membelanjakannya sebagai yang diatur menurut agama

mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut

hukum tidak ada lagi.

A i A i mnninnn cimame Aimanlirn A Ainins adalalh wnarkad "
1 vivvuaail agaiia  yatig GIManGUG Gidint Q34.Ga Porocilln Lgama

yang menjadi kepercayaan dan keyakinan antara pewaris dengan ahli warls,
contohnya orang yang akan menerima harta warisan bukan Islam, baik Kristen
maupun Hindu yang tidak mengakui agama yang hak, sedangkan orang yang

bakal meninggalkan warisan adalah Islam.

16 Imam Al-Bukhari, Matan al- Bukhari, “Kitab Faraid” La yarisu al-muslimu al-kafira wa
la al-kafiru al-muslima, (Beirut : Darul Fikr, tt ), TV: 170, Hadis diriwayatkan al-Bukhari dari
Usamah bin Zaid.

' Fatchur Rahman, Ifmu Waris, cet. 2, (Bandung: Al-Ma’arif, 1081), hlm 99
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Dalam Hukum Perdata perbedaan agama diantara para ahli waris
tidak menjadi penyebab terhalangnya ahli waris tersebut dari menerima harta
warisan, sedangkan Hukum Adat pada umumnya tidak mempermasalahkan
perbedaan agama antara para ahli waris, namun pada daerah-daerah tertentu
yang pengaruh Hukum Islamnya sangat kuat, maka perbedaan agama bisa
menghalangi ahli waris tersebut untuk menerima harta warisan dari
pewarisnya.

Menurut Hukum Adat untuk menetapkan siapa yang menjadi ahli
waris digunakan dua macam garis pokok yaitu garis pokok keutamaan dan
garis pokok penggantian. Garis pokok keutamaan adalah garis yang
menentukan urutan diantara golongan-golongan dalam keluarga, dalam artian
solonpgan vang satii lebih diutamakan dari pada golongan vang lain. dengan
urutan kelompok keutamaan kesatu adalah keturunan pewaris, kedua adaian
orang tua pewaris, ketiga saudara-saudara pewaris dan keturunannya serta
keempat adalah kakek dan nenek pewaris

Sementara itu garis pokok penggantian adalah garis hukum vang
tujuannya untuk menetapkan siapa di antara orang-orang yang dalam
kelompok keutamaan tertentu tampil sebagai ahli waris.

Dalam penetapan ahli waris dengan menggunakan garis pokok
keutamaan dan penggantian perlu diperhatikan prinsip garis keturunan yang
dianut oleh suatu masyarakat tertentu, serta kedudukan bujangan, janda, dan

duda.
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Untuk masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Yogyakarta yang
menjadi obyek penelitian penyusun, maka hukum yang dipakai dalam
penyelesaian sengketa adalah Hukum Adat Jawa yang menganut sistem
bilateral, yang menganggap anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai
hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata Barat ditetapkan bahwa ada
dua cara untuk mendapatkan warisan, pertama sebagai ahli waris menurut
ketentuan undang-undang, kedua karena ditunjuk dalam surat wasiat. Untuk
ahli waris menurut ketentuan undang-undang adalah mereka yang memiliki
hubungan darah dengan si pewaris, dengan kualifikasi urutan-urutan tertentu.

Pengadilan Negen di dalam menyelesaikan sengketa keperdataan
wnpmnva dan senvketa kewarnisan pada khosusova didasarkan oada hukom
Perdata dan hukum adat. dimana kedua ketentuan hukum tersebut tidak
mempermasalahkan agama yang dianut oleh para ahli wars, sehingga jika
terjadi perbedaan agama diantara para pihak yang berperkara, maka hal itu
tidak hica dijadikan sehagai dasar dalam perfimhangan hukum aleh para
hakim yang menyelesaikan kasus tersebut, karena hukum tidak mengaturnya.
Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan hanya
berdasarkan pada bukti-bukti yang muncul dalam persidangan. Dalam Pasal
1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan terdapat lima alat
bukti, yaitu :

1. Bukti tertulis

2. Bukti dengan saksi-saksi



3.

4.

=)

14

Persangkaan-persangkaan
Pengakuan

Sumpah

Kelima alat bukti itulah yang harus dijadikan sebagai pedoman oleh Para

Majelis Hakim di dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan

kepadanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

2.

g

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research),
yang obyeknya adalah sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-
Islam vang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam penelitian ini
yang menjadi obyek penelitian adalah perkara No. 35/pdt.G/2001/PN. YK.
Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik. Dengan sifat
Deskriptif-Analitik_dimaksudkan bahwa data mengenai proses sengketa
kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam akan disajikan apa adanya
untuk kemudian dianalisis guna menemukan gambaran yang esensial
mengenai karakteristik perkara waris tersebut.

Tehnik Pengumpulan Data.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui

usaha-usaha sebagai berikut :
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Interview, yaitu mengadakan tanya-jawab dengan Hakim Pengadilan
Negeri Yogyakarta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri
Yogyakarta terhadap sengketa kewarisan antara orang Islam dengan
non-Islam dan bagaimana para hakim di Pengadilan Negeri
Yogyakarta menyelesaikan kasus tersebut.

Dokumentasi, yaitu mencari dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam

yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi

ini adalah pendekatan, yuridis.

5. Analisis Data

Data yang ada dalam penyusunan skripsi ini dianalisis dengan

menggunakan dua pendekatan yaitu :

"
“.

Tnduksi, vaity tehnil yang berangkat dari fakta-fakta vang bersifat
kongkrit, dalam hal ini bertitik tolak dari putusan Pengadilan Negeri
Yogyakarta yang kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Deduksi, yaitu penganalisaan data yang bersifat umum kemudian
diambil kesimpulan yang bersifat khusus. dengan mekanisme
operasionalnya adalah ketentuan hukum kewarisan dibuat pedoman
untuk melihat sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-

Islam yang terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
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G. Sistematika Pembahasan.

Agar adanya keterkaitan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini,
penyusun menggunakan sistematika yang kesemuanya terdiri dari lima bab.

Bab pertama, terdiri dari tujuh sub bab yang memuat pendahuluan
yang memaparkan tentang proses munculnya permasalahan yang menjadi
obyek kajian dalam penyusunan skripsi ini, kemudian pokok masalah yang
merupakan identifikasi dari masalah yang diangkat, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka yang berisi data-data dari penelitian terdahulu atau
buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, kerangka
teoritik yang berupa kerangka dasar dari obyek yang akan dibahas, metode
penelitian yaitu langkah-langkah yang dipergunakan dalam mengumpulkan
dan menoanalisa data dalam penvesunan skripsi ini dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, memuat pandangan umum tentang ahli waris dan
bagiannya dalam hukum kewarisan di Indonesia yang terdiri dari tiga sub bab
vaitn auh hab pertama menielackan tentang ahli waris dan bagiannva menurut
hukum kewarisan Islam, sub bab kedua menjelaskan ahli waris dan bagiannya
menurut hukum kewarisan perdata, dan sub bab ketiga menjelaskan ahli waris
dan bagiannya menurut hukum kewarisan adat. Pembahasan ini ditempatkan
dalam bab dua karena sebelum memasuki pembahasan pada pokok masalah,
terlebih dahulu perlu kiranya memberikan gambaran bagaimana pandangan

dari ketiga hukum yang ada di Indonesia mengenai ahli waris dan bagiannya,
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karena ketiga hukum tersebut sangat terkait sekali dengan pembahasan pada
pokok masalah

Bab ketiga, memaparkan sengketa kewarisan antara orang Islam
dengan non-Islam dan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Yogyakarta,
yang terdiri dari tiga sub bab yaitu, kompetensi absolut Pengadilan Negeri,
materi gugatan kewarisan, dan peneyelesaian perkara oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta

Bab keempat memuat analisis, terdiri dari analisis terhadap
kompetensi absolut Pengadilan Negeri Yogyakarta dan- analisis terhadap
pertimbangan hukum dan penyelesaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Yogyakarta.

Bab kelima. merupakan bab penutun vang bensi kesimpulan
terhadap pokok permasalahan yang dibahas dan saran-saran dari penyusun
yang sekiranya dapat memberikan sumbangan yang membangun. Pada bagian
akhir dari skripsi ini memuat hal-hal yang penting dan relevan dengan

nenelitian vang tidak nperln dimuat nada bagian wtama  terdiri dari dafiar

pustaka, lampiran-lampiran dan curriculum vitae.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap sengketa kewarisan antara

orang Islam dengan non-Islam (Studi kasus terhadap sengketa kewarisan di

Pengadilan Negeri Yogyakarta), maka dapa di tarik beberapa kesimpulan sebagai

jawaban atas pokok masalah dari penelitian ini, yaitu:

1.

Bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan (kompetensi absolut) untuk
memeriksa dan mengadili perkara No. 35/Pdt.G/2001/PN.YK. Dasar hukum
dari ketentuan ini adalah pasal 50 UU No.2 tahun 1986 yang menyatakan
hahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyeiesaikan perkara pidana dan perkara perdaia diungkat periaima, karcna
pengadilan negeri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
dalam lingkungan peradilan umum, jadi selama perkara tersebut menyangkut
perkara perdata. maka Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikannya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta setelah melihat
pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya,
menetapkan bahwa penggugat dalam perkara No.35/Pdt.G/2001/PN.YK
ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewarisnya serta mendapatkan
bagian yang sama dengan para tergugat. Dasar pertimbangan hukum yang di
gunakan oleh Majelis Hakim adalah fakta-fakta yang muncul dalam

persidangan yang kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan yang

73
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digunakan oleh Pengadilan Negeri yaitu KUH Perdata dan Yurisprudensi
Mahkamah Agung.

Putusan tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam
pasal-pasal KUH Perdata yang menyatakan bahwa menurut undang-undang,
yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah
menurut menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami
istri yang hidup terlama.

Dengan demikian secara otomatis penggugat berhak mendapatkan bagian dari
warisan tersebut. Putusan tersebut sejalan dengan keadilan dan kewiba\yaan

\

hukum yang menjadi tujuan dari peradilan umum, dimana dasar hukum

digunakan tidak mempermasahkan agama para pihak yang berperkara.

B. daran-saran

1. Para pihak vang berwenang membuat Undang-undang hendaknya
membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas mengenai
hatasan-hatasan kewenangan mengadili bagi semua badan peradilan vang
ada di Indonesia, sebab kadang terjadi kasus yang sama diajukan kepada
dua badan peradilan.

2. Hendaknya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memberikan putusan
hukum terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya, dapat melakukan
pengembangan terhadap hukum-hukum yang sudah ada, khususnya dalam

sengketa kewarisan hendaknya mempertimbangkan agama yang dianut
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oleh para pihak, karena dalam proses pembentukan Hukum Nasional tidak
akan terlepas dari kontribusi Hukum Islam.

. Hendaknya para hakim dan para sarjana hukum selalu menggali hukum,
karena pada dasarnya hukum itu tidak statis, tetapi selalu berkembang
seiring dengan perubahan waktu dan tempat yang melingkupinya, serta
dapat membentuk suatu unifikasi Undang-Undang dalam bidang
kewarisan yang mewakili semua unsur hukum yang ada di Indonesia,
termasuk Hukum Islam, karena Hukum Islam memiliki peranan yang

cukup besar dalam Proses pembentukan Hukum Nasional.
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Lampiran I

TERJEMAHAN

Footnote

Terjemah
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23
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11
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| Orang-orang yang mempunyai hubungan

Babl1
Orang Islam tidak dapat mewarisi orang Kafir
dan orang kafir tidak dapat mewarisi Orang
Muslim

Bab 1l
Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia
memperoleh separoh harta.
Mereka berkata “Jika ia benar-benar dimakan
srigala, sedang kami golongan (yang kuat),
sesungguhnya kami kalau demikian adalah
orang-orang yang merugi.
Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak; Jika orang yang meni
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh
ibu-bapaknya  (saja), maka ibu-bapak
mendapat sepertiga

kerabat itu sebagianya lebih berhak terhadap
sesamanya (daripada yang bukan kerabat)
Orang Islam tidak dapat mewarisi orang Katir

' dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang |

Islam

i
\
|
|
1
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PUTUSAN
Nomor : 35/pdt.G/2001/PN.YK.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata
gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut,
Dalam perkara antara,
- YOHANES TARMIDJAN Jenis kelamin laki-laki, Umur 59 Tahun,Pekerjaan
Guru, Agama Katholik, Tempat tinggal Di Jin Moch Ilyas.No.39. Rw I/
RT.09. Kel. Margomulyo, Kec.Ngawi, Kab. Ngawi, untuk selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT ;
MELAWAN
I. NOERKILAH, Jenis kelamin perempuan, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah

tangga, Agama lIslam Tempat tinggal Di Gedong kuning Rt. 05. Rw. 02, Kel.
Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kotamadya Yogyakarta ; untuk selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT [ ;

EDIWATL demis kelamim perempuan, Umur 45 tahun, Pekerjaan 1ibu rumah tangea.

Agama lIslam, bertcmpat tinggal di Gedong Kuning RL 05, Rw. 02, Kel,
Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kolamadya Yogyakarta ; untuk selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT Il ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Talal vanmcan oA 4 ' » 5 A, S
Lvidl HICiNnUdata suiat-sulat daiatil Ppeikald 1] j===—==-meeeemeeaeee

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta saksi-saksi jmmmnee

Telah memperhatikan surat-surat bukti

1. Setelah membaca penetapan wakil ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal
24 maret 2001 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 35/pdt.G/2001/Pn YK ;ee-cemeeecmmeaee

o

Setelah membaca penetapan ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Yogyakarta tanggal 24 maret 2001 Nomor : 35/pdt.G/2001/Pn YK, perihal :
penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara-perkara gugatan tersebut di atas
3. Setelah membaca gugatan dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang

berperkara beserta bukti-buktinya j--s--em=ceeeeeee-



Tentang duduk perkaranya :

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 13 maret

2001, yang terdaftar di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal

: 13 maret 2001 di bawah register nomor : 35/pdt.G/2001/PN . YK, telah mengajukan

gugatan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut ;---------

Bahwa telah berlangsung perkawinan yang sah dari orang tua penggugat dan
tergugat [ serta tergugat Il yaitu antara HARIDJOSUWARNO dengan JUMINTEN
Bahwa pada tahun 1945 ayah dari penggugat dan tergugat I serta tergugat II
meninggal dunia, pada tahun 1999 ibu dari penggugat dan tergugat | serta tergugat
II meninggal dunia ;-----------

Bahwa almarhum ayah penggugat dan tergugat | serta tergugat 1l telah
meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang masih
merupakan harta peninggalan yang belum terbagi yang sekarang ini didiami oleh
tergugat [ dengan tergugat I1 dengan rincian sebagai berikut :

---------- sebidang tanah perkarangan yang luasnya 344m’, yang di atasnya berdiri
rumah batu beserta bangunan turutannya +175m?. dari luas tanah keseluruhan_ vang
berlokast di Gedong Kuning Rt. 03, Rw. 02 Kel Reiowmanonn Kee Kaotaoede
Kodya Yogyakarta, dengan batas :

Sebelah utara : Rumah Bapak Prapto

Sebelah timur - Rumah [bu Harjo

Sebelah selatan : Rumah Bapak Mardi

dSebetan parat :Jalan/ Gag Il

Yang ditaksir dengan harga sekarang semuanya Rp 150.000/m” X 344 M2 = Rp
52.600 000

Bahwa sebidang tanah beserta bangunannya tersebut merupakan obyek warisan
yang belum terbagi antara penggugat dan tergugat | serta £ gotPoc: T A | R —
Bahwa kenyataannya sebidang tanah beserta bangunan tersebut ditempati dan
dikuasai oleh tergugat [ serta tergugat I1 j----ee-veemeemceeee

Bahwa penggugat dan tergugat I serta tergugat 11 adalah anak kandung yang sah dari
perkawinan HARDJOSUWARNO dan JUMINTEN yang secara hukum waris juga
berhak mendapat pembagian yang sama dari harta peninggalan yang berupa

sebidang tanah beserta bangunannya tersebut j-------



Bahwa pihak penggugat telah berupaya dan berulang kali mendatangi tergugat I dan
tergugat Il yang dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi hak dari
penggugat secara baik-baik, tetapi malah tergugat | mengatakan bahwa penggugat
tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut :=------—-

Bahwa sebenarnya penggugat dan tergugat | telah datang ke Notaris dan PPAT [IN
SUNY ATMADIJA.S.H. yang beralamat di jalan Gedong Kuning selatan No. 204
Banguntapan Bantul Yogyakarta tanggal 2 Nopember 2000 dengan maksud untuk
mengajak membagi sebidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari
almarhum HARDJOSUWARNO ; -

Bahwa penggugat dan tergugat | serta tergugat II telah sepakat dan menyerahkan
pembagian sebidang tanah di hadapan Notaris dan PPAT IIN SUNY

ATMADIJA.S.H, yang hampir selesai secara hukum dengan pembagian sama rata /

dibagi tiga antara penggugat dan tergugat I serta tergugat 11 ;
Bahwa setelah proses pembagian di Notaris dan PPAT 1IN SUNY ATMADIJA serta
setelah diadakan pengukuran oleh pihak kantor Agrana secara keseluruhan telah
selesal dan tinggal menunggu sertifikat pembagian atas sebidang tanah dari obyek
sengketa tersebut. tiba-tiba tanpa alasan vanp ielac hak <ecara hukum MAUPUN
secara kemanusiaan, tergugat | serta tergugat |l mencabut dan membatalkan serta
menarik  kembali proses pembagian harta di Notaris dan PPAT IIN SUNY
ATMADIA .

Bahwa tergugat | serta tergugat 11 telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai

sendin _dan tidak mau membagi harta peninggalan dari  almarhum
HARDJOSUWARNO tersebut, padahal penggugat juga secara hukum berhak atas
peninggalan harta sebidang tanah dimaksud, karena penggugat adalah ahli waris
yang sah dari HARDJOSUWARNO :

Bahwa perincian nilai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dan hasil-hasil

yang telah dinikmati oleh tergugat I dan tergugat II sepeninggal almarhum hingga
sekarang ini bahwa apabila dihitung sebagai berikut ;

Sebidang tanah beserta bangunannya apabila dikontrakan dinilai dengan harga uang
sekarang ini, jika di hitung dari semenjak NY.JUMINTEN (ibu penggugat dan

tergugat [ dan tergugat 11) meninggal dari tahun 1999 sampai dengan 2001 saja,



maka hasil satu tahun ditaksir Rp 1.000.000,-sehingga selama tiga tahun sama
dengan 3 x Rp 1.000.000,-= Rp 3.000.000.

- Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-
baik maka dengan ini penggugat menyerahkan perkara ini kepada bapak ketua
Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta untuk menyelesaikan perkara ini
dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas beserta
hasilnya yang telah dinikmati oleh tergugat I dan tergugat II, pembagian mana

dilakukan berdasarkan hukum Adat karena penggugat adalah anak laki-laki satu-

satunya ;
- Bahwa demi menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena

dikhawatirkan bahwa tergugat 1 dan tergugat Il akan menjual atau memindah

tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat

mohon kepada Bapak Ketua untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)

atas harta peninggalan yang menjadi obyek perkara ini ;

Bahwa dengan alasan-alasan yuridis yang telah diuraikan di atas, kiranya bapak

ketua tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta

membertkan Keputusan sebagar hukum |--«-----
Berdasarkan uraian di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri Yogyakarta berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut ;--------
PRIMAIR :
1. Memeriksa dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan baliwa peniggugal dan tcigugal 1 seiia ter gugal 11 sebagal anil waris
yang sah dari almarhum HARDJOSUWARNO dan JUMINTEN

Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti telah

(5]

diuraikan di atas sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum
HARDJOSUWARNO, yang merupakan sebidang tanah seluas 344m?, yang di
atasnya berdiri rumah batu beserta bangunan turutannya + 175m? dari luas tanah
keseluruhan, yang berlokasi di Gedong Kuning Rt. 05, Rw.02, kel
Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kodya Yogyakarta.

4. Menyatakan sah sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan yang
diperkarakan tersebut di atas, tanah seluas 344m?, yang di atasnya berdiri rumah

batu beserta bangunan turutannya + 175m” dari luas tanah keseluruhan, yang



berlokasi di Gedong Kuning Rt 05, Rw 02, Kel Rejowinangun, kec. Kotagede,

Kodya Yogyakarta ;

5. Menghukum tergugat I dan tergugat 1l untuk menyerahkan harta warisan yang

menjadi hak penggugat ;
6. Menghukum tergugat | dan tergugat Il agar menyerahkan hasil yang telah
dinikmati dari harta peninggalan yang menjadi hak penggugat.
7. Menyatakan bahwa putusan dapat di jalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Biji
Voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari tergugat | dan
tergugat 1.
8. Menghukum tergugat I dan tergugat 1l untuk membayar semua ongkos perkara
yang timbul dalam perkara ini.
SUBSIDAIR
- Mohom putusan yang seadil-adilnya
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang
menghadap kuasa hukumnya ANA SULISTIJOWATI, beralamat di jalan cantel No 29
Gag Satria 11 Yogyakarta berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Maret 2001 jo surat
Ruasa bantuan hiukum insidental wakii ketua pengadilan neger tanggal |3 Maret 2001,
sedangkan tergugat | dan tergugat 11 datang menghadap sendiri dipersidangan;------------

Menimbang bahwa majelis hakim telah beberapa kali mengusahakan agar para
pthak penggugat dan tergugat | serta tergugat Il dapat mengakhiri perkara ini dengan
perdamaian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil untuk mengakhiri perkara ini
dengan perdamaian seeeeeeeeceseciomicain

Menimbang bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap

dipertahankan oleh penggugat
Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang

kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) tertanggal 1 April 2001 untuk itu Majelis

Hakim telah. menjatuhkan Putusan sela yang amarnya berisikan sebagai berikut ;---------
- menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat Il ;---------

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili

perkara ini ;

- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini ;-----



- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan terakhir

Menimbang bahwa selanjutnya para tergugat  diberi kesempatan untuk

mengajukan jawaban :
Menimbang atas gugatan penggugat tersebut, para tergugat telah mengajukan

Jawaban tertanggal 19 Mej 2001 yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut j---------

Dalam duduk perkara.

- Benar.
Telah berlangsung perkawinan yang sah dari orang tua penggugat dan tergugat | serta
tergugat Il yaitu antara HARDJOSUWARNO dengan JUMINTEN :---eeee-

- Benar
Pada tahun 1945, ayah dari penggugat dan tergugat | serta tergugat II meninggal
dunia, dan pada tahun 1999 ibu dari penggugat dan tergugat | tergugat 11 meninggal

- Benar
Almarhum ayah penggugat dan tergugat | serta tergugat 1| telah meninggalkan harta
berupa sebidang tanah heserta e ouion di sdEE PRGNSR g 10 i diamun olen
lerpugat | dan tergugat 11 sesual S A AR s iann perkara

- Bahwa sebidang tanah beserta bangunan tersebut merupakan harta peninggalan dari
almarhum HARDJOSUWARNO yang sekarang ini didiamin oleh tergugat I serta
tergugat I1 sesuai dengan rincian dalam duduk perkara.

- Benar
Bahwa sebidang tanah beserta bangunan tersebut merupakan obyek warisan yang
belum terbagi antara penggugat dan tergugat [ serta tergugat I1 ;----mmeeeeeoe

- Benar
Bahwa sebidang tanah beserta bangunan tersebut ditempati tergugat [ dan tergugat IT ;

- Benar bahwa penggugat dan tergugat | serta tergugat I adalah saudara kandung dari
perkawinan HARDJOSUWARNO dengan JUMINTEN yang secara hukum waris
Juga berhak mendapat pembagian dari harta peninggalan yang berupa sebidang tanah
beserta bangunannya.
namun, pembagian yang sama dari harta peninggalan yang berupa sebidang tanah
beserta bangunannya tidak dapat diterima tergugat 1 dan tergugat 11 dengan

pertimbangan (alasan) :



1. Tergugat I merupakan penyelamat harta peninggalan yang sekarang ini sedang
diperkarakan. Pada masa hidupnya, Ny. Hardjosuwarno berniat untuk menjual

harta peninggalan yang sekarang ini sedang diperkarakan untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari karena Ny. Hardjosuwarno tidak bekerja ;

2. Tergugat I dan tergugat Il secara penuh membayar iuran PBB sampai dengan saat

ini;
- Benar untuk menyatakan pihak penggugat telah berupaya dan berulang-kali
mendatagi tergugat | dan tergugat Il dengan maksud ingin meminta bagian yang
menjadi hak dari penggugat secara baik-baik;----------—---
- Benar
Penggugat dan tergugat I serta tergugat Il telah datang ke Notaris dan PPAT IIN
SUNY AMADIJA, SH, yang beralamat di jalan gedong kuning selatan No. 204,
Banguntapan Bantul Yogyakarta tanggal 2 November 2000 dengan maksud mengajak
membagi harta peninggalan almarhum HARDJOSUWARNO.
- Benar
Penggugat dan tergugat | dan tergugat II telah sepakat dan menverahkan pembagian
schidang tanal di halaman Notaris dan PPAT 1IN SUNY ATMADIA. S vane

hampir sclasai secara hiukuim dengan pembagian sama rata antara penggugat dan

tergugal | serta (ergugat 11
- Benar untuk pernyataan setelah proses pembagian di Notaris dan PPAT [IN SUNY
ATMADIA, S.H, serta setelah diadakan pengukuran oleh pihak Agraria secara
ResCluiuian iclail seiesal dan tinggai menunggu tersebut tba-tiba tanpa alasan yang
Jelas baik secara hukum maupun secara kemanusiaan tergugat I dan tergugat Il
mencabut dan ~'membatalkan serta menarik kembali proses pembagian harta
peninggalan di Notaris dan PPAT 1IN SUNY ATMADIJA, namun tidak dapat
dibenarkan bahwa tergugat I dan tergugat II melakukan itu semua tanpa alasan
hukum, justru dengan alasan hukum tergugat I dan tergugat II mencabut dan
membatalkan serta menarik kembali proses pembagian harta di NOTARIS dan PPAT
IIN SUNY ATMADIJA karena tergugat I dan tergugat II menginginkan pembagian

secara hukum Islam ;

- Tidak benar



Karena tidak ada kejelasan dari bunyi butir ini dan pada kenyataannya rumah dan

tanah yang disengketakan tidak pernah disewakan, kematian dari Ny.Hardjosuwarno

apabila dihitung baru 1 tahun 8 bulan;
- Pembagian harta peninggalan berdasarkan hukum Adat tidak dapat diterima tergugat |
dan tergugat II dengan alasan.

l. Tergugat I dan tergugat Il merupakan penyelamat dari harta peninggalan yang
disengketakan yang pada masa hidup Ny. Hardjosuwarno pernah akan dijual
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena Ny.Hardjosuwarno tidak bekerja.

2. Tergugat selalu membayar iuran PBB.

Pembagian yang diharapkan tergugat I dan tergugat 1l adalah berdasarkan hukum

waris perdata (BW) ;
- Tidak perlu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan
yang menjadi obyek perkara ini, karena obyek harta peninggalan yang disengketakan
tidak pernah akan di pindah tangankan, pemindah tanganan dalam bentuk apapun

tidak akan bisa dilakukan selama harta peninggalan vang disengketakan belum

terbagi,
(1dak ada hasii yang dimkmatl dar harta peninggalan seperti yang dirincikan
PENZEUPAL | rwmeemm st simmmiio

- Ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini tidak bisa di bebankan kepada tergugat

I dan tergugat Il yang tidak pernah mempermasalahkan (memperkarakan ) di meja

pengadilan; --

4 1vieasl-a N ~le T v ] 3 . ey
Berdasarlian /apa Sang) teloh Vdibveikar | (8rschidt "4idmd. Ynaka dengan segaia

hormat di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini, kami pihak tergugat I dan
tergugat 1l dengan ini memohon untuk dapat memeriksa perkara ini sebagai berikut :
PRIMAIR :

I. Menerima segala dalil yang diajukan pihak tergugat I dan tergugat 1 ;-----—--

o

Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan pihak penggugat tidak dapat
diterima sss————u

Menyatakan tidak perlu diadakan saja sita jaminan (Conservatoir Beslag)

[O%]

4. Menyatakan dan menetapkan pembagian dan disertai dengan penyerahan bagian

dari harta warisan kepada tergugat I dan tergugat [T menurut hukum perdata (BW) :-



5. Menyatakan tdak perlu bagi tergugat I dan tergugat Il untuk menyerahkan Rp

3.000.000 tersebut yang didalilkan penggugat ;

6. Menghukum penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang di timbulkan

dalam perkara ini ;
SUBSIDAIR :
Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat telah
mengajukan bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya tertanda P.1. sampai
dengan P4 sebagai berikut :

- Foto copy surat kuasa waris dari Ny. HARDJOSUWARNO yang
diwariskan kepada Y. TARMIDJAN, NOERKILAH dan EDIWATI
tertangal 23 Agustus 1988 (Bukti P.1.) j----===-seeex

- Foto copy dari foto copy sertifikat HM.No.M.824/Rjw.GS. No.3412 atas
nama HARDJOSUWARNO al. JUMINTEN, Y. TARMIDJAN.
NOERKILAH dan EDIWATI (asli pada tergugat I (Bukti P.2)

- Foto copy tanda terima sertifikat dari kantor Notaris PPAT Ny [IN SUNY
ATMADRIA S No - 46/P/SK X12000 tanggal 2 Nopember 200051, 3 ) -

- loto copy kwitansi tanda terima biaya pengukuran dan pendaltaran setifikat
tanggal 2 Nopember 2000 (P.4) -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tergugat 1 telah
mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup sebagai
herikut

- Foto copy sertifikat HM, No. M.824/Rjw.GS.No.3412 Tahun 1988 luas
344M2 atas nama JUMINTEN, Y. TARMIDJAN dan NOERKILAH dan
EDIWATI(T.L.1.);

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya tergugat [l telah

mengajukan bukti surat yang telh dicocokkan dengan dengan aslinya bermaterai cukup
sebagai berikut:

- Foto copy sertifikat HM.No.824/Jw. GS. No. 3412 Tahun 1988 atas nama

JUMINTEN, Y. TARMIDJAN dan NOERKILAH dan EDIWATI (Bukt
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- Foto copy surat keterangan kematian NY. HARDJOSUWARNO No0.474.3
/15/Rjw/V/2000. (Bukti T.I1.2)

Menimbang bahwa di samping bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti

saksi sebagai berikut :
1. KARIJO DIMEDIJO : di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat I serta tergugat Il karena
mereka adalah kakak beradik.

Bahwa orang tua penggugat dan tergugat I serta tergugat II bernama
HARDJOSUWARNO sudah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang
anak yaitu penggugat, tergugat [ serta tergugat [I dan sebidang tanah dan
bangunan yang terletak di Gedung Kuning yang menjadi sengketa dalam
perkara ini.

Bahwa tanah sengketa ditempati oleh tergugat I dan targugat I1

Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan tersebut belum dibagi waris.

2. VERONIKA SUHARTI di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa saksi tahu penggugai dan tergugat | serta tergugat Il adalah saudara
randung kakak beradik dart aim HARDJOSUWARNO dengan JUMINTEN
Bahwa pak HARDJOSUWARNO telah meninggal dengan meninggalkan rumah
dan tanah di Gedung Kuning Yogyakarta.

Bahwa tanah peninggalan HARDJOSUWARNO sekarang ditempati oleh
tergugat [ dan tergugat II.

Rahwa keadaon nimak-3dkatan2 Sodali-ditahnbin dengan tamoal sulam.

3. SUMARMI di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan penggut dan tergugat I serta tergugat Il mereka kakak
beradik anak dari HARDJOSUWARNO dengan JUMINTEN

Bahwa HARDJOSUWARNO dan JUMINTEN telah meninggal dunia dengan
meninggalkan tiga orang anak dan sebidang tanah seluas + 344m? di Gedung

Kuning dengan batas :

- Utara : Rumah bapak Prapto
- Timur : Rumabh ibu Harjo

- Selatan : Rumah bapak Mardi
- Barat - Jalan/ Gg
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- Bahwa tanah tersebut ditempati olch tergugat I dan tergugat I1.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut belum di bagi waris
4. BUDIYONO,SH di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 16 Novembar 2000 pernah diajak penggugat ke kantor
NOTARIS dan PPAT IIN SUNY ATMADIA, SH di jalan Gedong Kuning
Yogyakarta untuk pembagian waris, akan tetapi proses tersebut gagal karena
pada waktu pengukuran dari petugas BPN Yogyakarta para tergugat tdak ada
yang datang,

- Bahwa penggugat waktu itu berniat tanah sengketa akan di bagi tiga yaitu
penggugat, tergugat [ dan tergugat I1.

- Bahwa proses gagal karena lokasi bangunan tergugat II berada di bagian
penggugat sehingga penggugat keberatan.

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak, maka
penggugat dan para tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 juli 2001.
__Tentang Hukumnva

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah seperti

Meninbang  bahwa dengan surat gugatannya penggugat pada pokoknya
mengemukakan avah penggugat dan tergugat | serta tergugat Il yang bernama
HARDJOSUWARNO telah meninggal dunia pada tahun 1945 dengan meninggalkan 4
(empat) ahli waris yaitu : JUMINTEN (istri HARDJOSUWARNO/ Ibu penggugat dan
tergugat [ serta tergugat I1). Penggugat terguga T dan tergnoat 1T serta meningpalkan
sebidang tanah seluas 344m- yang di atasnya berdiri rumah batu beserta bangunannya
seluas +175m? terletak di Gedong Kuning Rt. 05, Rw. 02, Kel. Rejowinangun,
Kec.Kotagede, Kodya Yogyakarta dengan batas-batas
Sebelah utara : Rumah bapak Prapto

Sebelah timur - Rumabh ibu Harjo

Sebelah selatan  :Rumah ibu Harjo
Sebelah barat Jalan/Gg

yang sekarang menjadi obyek sengketa karena belum dibagi waris di antara ahli waris

dan ditempati oleh tergugat | dan tergugat I ;
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Menimbang bahwa atas dalil penggugat tersebut tergugat I dan [l membenarkan

seluruh dalil penggugat tersebut di atas hanya para tergugat mohon agar di beri

pambagian harta warisannya tidak sama karena para tergugat merupakan penyelamat

harta peninggalan yang sekarang menjadi obyek sengketa dan para tergugat yang

membayar PBBnya.

Menimbang, bahwa dalil penggugat dibenarkan oleh tergugat I dan II, maka

menurut hukum apa yang dibenarkannya dipersidangan mempunyai kekuatan bukti

sempurna sehingga tidak perlu di buktikan lagi dengan alat bukti,namun demikian

dengan di dukung oleh bukti P.2, bukti TII dan T.ILI berupa sertifikat HM. No.

824/Rjw, gambar situasi No. 3412 Tahun 1988, maka ketua majelis berpendapat sebagai

berikut :

a.

Bahwa benar penggugat dan tergugat | serta tergugat Il adalah anak dari suami istri
HARDIJOSUWARNO dan JUMINTEN

Bahwa HARDJOSUWARNO telah meninggal dunia pada tahun 1945 dengan
meninggalkan 4 orang ahli wari_s masing-masing 1. NY. JUMINTEN, 2. penggugat
Y. TARMIDJAN, 3. tergugat | NOEKILAH, 4. tergugat [l EDIWATI. dan harta
wanisan yang sckarang menjadi obyek sengketa berupa sebidang tanah sertifikat
HM. No. 824/Rjw gambar situasi No.3412 Tahun 1988 seluas 344m2yang di
atas‘nya berdiri rumah batu beserta bangunannya seluas +175m? terletak di Gedong

Kuning Rt. 05, Rw. 02, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kodya Yogyakarta

dengan batas-batas

>Sebelah utara : Rumah bapak Prapto

- Sebelah timur : Rumah ibu Harjo

- Sebelah selatan  : Rumah bapak Mardi

- Sebalah barat : Jalan/Gg

Bahwa JUMINTAN pada tanggal 5 September 1999 telah meninggal dunia di

Yogyakarta ;
Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya

tersebut sekarang belum dibagi waris di antara ahli warisnya yaitu penggugat dan

tergugat | serta tergugat Il ;

Bahwa obyek sengketa tersebut di atas sekarang dikuasai/ ditempati oleh tergugat |

dan tergugat 11 ;



Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban tergugat I dan II di atas dapat
disimpulkan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini yaitu apakah dalam
perkara ini dapat cukup alasan bagi tergugat I dan I untuk meminta bagian harta
warisan lebih banyak dari harta peninggalan almarhum HARDJOSUWARNO tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya penggugat telah mengajukan
bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan tiga orang saksi, dan untuk menguatkan
permohonannya tergugat | dan tergugat Il mengajukan bukti surat tertanda T.I.I
sedangkan tergugat 1l mengajukan bukti surat T.IL.I dan T.ILIL

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat yaitu saksi KARIJO DIMEDJO, saksi
VERONIKA SUHARTI, saksi SUMARMI di persidangan Telah menerangkan asal-usul
tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta
peninggalan HARDJOSUWARNO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tersebut dalam petitum 2 dan 3
Menimbang bahwa terhadap petitum 4 tentang permohonan sita jaminan atas
obyek sengketa, majelis hakim tidék dapat mengabulkan permohonan sita jaminan
tertsebut Rarena atas jawaban dan pihak tergugat yang tidak akan menimdahtangankai
kepada pihak lain scbelum ada pembagian waris, maka tidak tcrdapat kekhawatiran

obyek sengketa akan dipindahtanggankan kepada pihak ketiga sehingga tidak perlu di

lakukan sita jaminan, oleh karena itu petitum 4 ditolak ;
Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 yaitu tuntutan penggugat agar tergugat I
Jaii (Cigugai 11 Jillukuill uliuk  iCiiyCialiKan latia walisau  yang inmenjadi  jak
penggugat, majelis hakim berpendapat sebagai berikut ;------=---------
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat I dan tergugat II yang
membenarkan harta warisan Alm. HARDJOSUWARNO masih dikuasai tergugat I dan

tergugat II dan belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa  seharusnya dengan telah  meninggalnya B.
HARDJOSUWARNO alias JUMINTEN pada Tanggal 15 September 1999 secara
hukum obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan alm. HARDJOSUWARNO
seharusnya dibagi antara para ahli warisnya yaitu penggugat dan tergugat 1 serta
tergugat II, namun demikian sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri

Yogyakarta ternyata belum ada pembagian waris di antara ahli warisnya, maka tindakan

Xvi
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tergugat | dan tergugat Il yang tetap menguasai harta warisan HARDJOSUWARNO

adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdapat cukup alasan
untuk menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan harta warisan
HARDJOSUWARNO baik tanah maupun bangunan yang ada di sekitarnya yang
menjadi hak penggugat kepada penggugat, oleh karena itu petitum 5 dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa tehadap petitum 6 agar tergugat I dan tergugat II dihukum
untuk menyerahkan hasil yang telah dinikmati dari harta peninggalan hak, penggugat,
majelis hakim berpendapat tuntutan ini tidak beralasan karena tidak ada bukti yang
membuktikan tanah dan bangunan obyek sengketa disewakan kepada orang lain yang
telah dinikmati oleh tergugat [ dan tergugat II, oleh karena itu tuntutan petitum 6
ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 agar pengadilan menyatakan putusan

dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perinohonan banding dan kasasi dari
tergugat [ dan tergugat II, majelis hakim berpendapat permohonan itu tidak memenuhi
kriteria sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana yang

diatur oieh MART tersebut datam SEMA No.d Tahun 2000, sehingga oien karena 1tu

petitum 7 ditolak [--=-meememccmaeee e -

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim
berpendapat petitum penggugat belum sempumna, oleh karena itu sesuai dengan petitum
subsidair agar putusan ini lebih konkrit dan dapat dilaksanakan terdapat cukup alasan
untuk menvempurnakan netitum sehagaimana tercehut dalam amar putusan ini |

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat dapat dilaksanakan

sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;
Menimbang karena gugatan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam

perkara ini di bebankan kepada tergugat I dan tergugat II sebagai pihak yang kalah

dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan psl 130 HIR dan pasal-pasal lain dari undang-undang

yang berséngkutan S e e e e ————
MENGADILI
Dalam pokok perkara ;

Dalam eksepsi © Menolak eksepsi lergugat untuk selanjuinya

Xvi
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Dalam konsepsi :
Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;---------
Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat 1 serta tergugat I1 sebagai ahli waris
yang sah dari Alm. HARDJOSUWARNO dan JUMINTEN ;-=-ce-eeemeens
Menyatakan bahwa harta peninggalan alm HARDJOSUWRNO yang sekarang
menjadi obyek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 344m?” yang di atasnya
berdiri rumah batu beserta bangunan turutannya seluas +175m? terletak di Gedong
Kuning Rt.05, Rw. 02, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kodya Yogyakarta
sertifikat HM No. 824 / Rjw dengan batas-batas :-----------
- Sebelah utara  : Rumah bapak Prapto
- Sebelah timur  : Rumah ibu Harjo
- Sebelah selatan : Rumah bapak Mardi
- Sebelah barat  : Jalan/Gg
adalah harta warisan yang belum dibagi waris antara penggugat dan tergugat I dan
tergugat I1.
Menghukum tergugat | dan tergu‘gat 11 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak
pengpugal atas harta warisan HARDIOSUWARNO yang imenjadi obyek sengketa
berupa scbidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Gedong
Kuning RLO5, Rw. 02, Kel Rejowinangun, Kee. Kotagede, kodya Yogyakarta
tersebut dalam sertifikat HM No. 824/Rjw kepada penggugat setelah putusan ini
mempunyal hukum tetap j-----=--e-eumve--
MCughuhuin icigugal 1 dau ictgugatl il unluk di Debani membayar diaya perkara
dalam perkara ini berjumlah Rp 122.000,-(seratus dua puluh dua ribu rupiah);--------
Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Demikian di putuskan pada hari SENEN, tanggal 13 Agustus 2001 dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari
PERMADI WIDYATNO, SH. M.Hum hakim ketua, Ny. WAHYUNIL SH, dan
NY.NANI INDRAWATI. SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana

pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

majelis hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Drs. Sulardjo, panitera pengganti

pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, tergugat | dan

tergugat 11,




Hakim Anggota

1. NY. WAHYUNI. SH

2 NY. NANI INDRAWATI. SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya kepanitraan  : Rp. 12. 000

2. Biaya Proses perkara : Rp. 110.000
Jumlah “Rp 122 000

Hakim Ketua

PERMADI WIDYATNO.SH.M.Hum

Panitra Pengganti

Drs. SULARDJO



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARI"AH.

Alamat  Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221,

nor : IN/DS/PP.00.9/.3(,§..200% Yogyakarta, 19 - 5 — 2003
.
: Rekomendasi ’Pelaksanaan Riset.

Kepada

Yth. Bapak Gubernur
Daerah Istimewa Yogvakarta
Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan 1ni kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan
menyusun Skipsi/Thesis dengan judul : Sengketa Kewarisan Antara Orang Islam dengan Orang
Non-Islam (studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta) Dalam Kurun Waktu Dari Tahun
1997 Sampai Tahun 2003. Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan
REKOMENDASTI kepada mahasiswa kami :

Nama . HABIBAH
Nomor Induk - 983553187
SIBINSHIS T : N

~~~~~~~~~

Inrncan AL
ER A R 5

Untuk mengadakan penelitian (Riset) ditempat-tempat sebagai berikut :
Pengadilan Negeri Yogyakarta.

7 LN —

Nctoac p\.uéumpu;an daia scuala wawaitivdia, Ousct vasi udil dukutticniast pddu dacidll wiscbut
di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memeperoleh ujian/gelar sarjana
pada Fakultas Syari’ah |AIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktu mulai - Mei 2003 s/d Agustus 2003.

Dengan Dosen Pembibmbing : Drs.Supriatna dan Drs. Malik Ibrahim.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaitkum Wr. Wh.

I'embusan disampaikan kepada Yth. AN B
I Bapak Rektor IAIN Sunan Kahjaga (sebagai Laporan)
2 Arsip.

XX



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - §5213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor:07.0/ 2 /.2.7

Membaca Surat - Rektor IAIN Sunan Kalilaga Yk No. IN/DS/PP/00.9:368/2003
Tanggal : 19 Mei 2003 Perihal : ljin Penelitian
Mengingat 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman

Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah:;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;

3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

Diijinkan kepada
Nama " HABIBAH No. Mhs./NIM : 983553187

Alamatlnstansi  * | Marsda Adisucipto, Yogyakara

Juaul : SENGKETA KEWARISAN ANTARA ORANG ISLAM DENGAN NON-ISLALA
Lokasi Kota Yoavakara

ViaKNIay2 Mulattangga! U8 JunF2005 sid 08 Seplember 2003

Cengan Ketentuan .

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/
Walikota Kepala Daerah ) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat,

3. Waijib memberilaporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

4. ljin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
aan nanya aiperiukan untuk keperluan ilmiah.

5. Suratijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan,

6. Suratijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut

di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. : Dikeluarkan di : Yogyakarta

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal g3 Juni 2003
( SebagaiLaporan )

2. Ka.Badan Kesatuan dan Perlindungan A.n. GUBERNUR
Masyarakat Propinsi DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

3 Walikota Yoavakarta C a Ka Bapoeda: KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY

4. Ka. Kanwil Depkeh dan HAM DIY: UB KEPALA BIDANG

5. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk ﬁhr.:....%.‘-.'ﬂi s YT 1o

ﬁ-'PeninggaI b 'J"ENEI(_M..- AN UAN PENGENUALIAN
' ' 7 i, Iy H‘:\} ‘

T NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544

Dasar

Mengingat

Diizinkan kepada

Lokasi/Responden

vee
[ NI

Lampiran

Dengan ketentuan

Tembusan Kepada Yth. ;

Tanda tangan
Pemeaang Izin

=

Habibah

S S

Walikota Yogyakarta

SURAT KETERANGAN / 1ZIN
Nomex © 070/ 2762

Surat izin/Rekomendaesi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
070/ 2122 Tanggal :3 suni 2003

Kepulusan Welikotamadya Kepala Daerah Tingkat |l Yogyekarla Nomor
072/KD/1986 langgal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Kepulusan
Kepala Daerah Islimewa Yogyakarta, Nomor 33ACPTS/1986 tenlang
Tatalaksana Peinberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non
Pemerintah yang melakukan Perdataan/Penelitian

Nama :  Hebihah  NIM 983553187

Pekerjaan - Mehasiswa Fak. Syari'ah - [AIN Sunan Kalijaga
Alamat ©JIMarsda.Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab Drs. Supnatna

Keperluan Mengadakan penelilian dengan judul :

SENGKETA KEWARISAN ANTARA ORANG ISLAM
DENGAN NON-ISLAM ( Studi kasus {erhadap
perkara kewarisan di Pengadilan Negeri Yogyakarla
dalam kurun waklu dari tahun 1997 sampel (shun
20C2

Kota Yogyakarta

Mulat naca 1ana0- }ount 2007 <
- -l LY d 1d FARLY

Proposal dan dafiar perianyaan

1. Wajib memberi laporan hasii penelitian kepada Walikola Yogyakaila
(Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kola Yogyakarta ).

2. Wajib menjaga lata tertib dan mentaali ketenluan-kelentuan yang berlaku
setempat.

3. [Zin ini tidak disalahgunakan untuk tuiuan tertentu yang dapat mengganggt!
kestabilan Pemerintah dan hanva diperaunakan 1intuk kenerhian itmiah

4. Surat Izin ini sewakiu-wakiu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketertuan — ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabal Pemerintah setempat dapat memberi bantuan
seperlunya.

Dikeluarkan di * Yogyakarta
_Pada tanggal _10b -06-2003

-An-Walikota Yogyaekarta
Kepala Bappeda
Ka Bid.Data;Litbang & KAD

R I S —

Dra. Wadjarni PR.
NIP. 490027328.

Ka. Bappeda Propinsi DIY
Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk.
Ka.Pengadilan Negeri Yogyakaria.

Arsip.
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DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARI’AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Tnor H\I/DS/PP.OO.9/y/3/..2003 Yogyakarta, 9 — 6 — 2003.
10 O T S

- Rekomendasi Pelaksanaan Riset . -

Kepada

Yth. Bapak Ketua Pengadilan
Negen Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Menarik Surat Jjin dari Pemerintah Daerah, Daerah Istimewah Yogyakarta. Ka. Dit.
Sospol DIY/Bappeda Tanggal 06 — 06 — 2003, seperti tersebut dalam pokok ist surat,
bersama ini kami beritahukan dengan hormat kepada saudara, bahwa Mzahasiswa kami
tersebut di bawah in1 -

Nama - HABIBAH

Nomor Induk - 98353187

Semester x

Jurusail AD

Alamat . Gg On,2 No 11C Papringan CT Depok Sleman

Akan melaksanakan riset di

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dengan Dosen Pembibing : Drs,Supnatna dan Drs Malik Ibrahim

Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai kelengkapan Ujian Sarjana Fakultas Syari‘ah .
Adapun Waktunya : Mulai pada tanggal 3 jun1 Z0U3 s/d 3 sepiember 2005, seliibuigai
dengan hal di atas, kami minta kesediaan Saudara untuk member 1jin pelaksanaan
Riset tersebut.

Demikian atas bantuan saudara kami mengucapkan terima kas: .
Wassalamu’alatkum Wr.Wb

Rektor

1busan disampaikan kepada Yth.
apak Rektor IAIN Sunan Kalijag (sebagal laporan)
ertinggal.
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SURAT KETERANGAN

Nomor: 70 frum .1 404 AT /2003 /FiYX.

Kami, Paniter: Mude Hulum Pengadilan Negeri Yogyakarta

menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

HABIBAEH

Nomor Mahasiswa * 983531147

Fakultas/Presssm  : Synx3 -ah

Universitas ¢ InstitutiAgnmn Islom Neperi Sunan Kolijoem
Yogyrkoris,
Angkatan tahun L1994,
PelditiHchpadandatt palichital Jde o rengadinan  iNegen yogyakarta dari
tanggal 14 Juni 2003 sampai dengan tanggal 24 Juli 2003

untuk menyusun skripsi / tesis yang berjudul :

" SEMGKETA KEWARISAN ANTARA ORANG TSLAM DRNGAI 160N ~ISLAM
(STUDT KASUS ATAR SENGKETA YO 35/P1t.C/2001/BIK D PRICA- Ly

DLILAN [iGERL YOGXAKARLL )

dengan hasil baik.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan seperlunya. ) '
2, Juii 2003

Yogyakarta, <%

Pengadilan Negeri Yogyakarta
aniters: Mude Huloam




LAMPIRAN V

DAFTAR WAWANCARA

. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kira-kira ada berapa kasus sengketa
kewarisan beda agama yang diajukan di Pengadilan Negeri.

. Bagaimana proses penyelesaian perkara kewarisan antara orang Islam dengan
non-Islam dari awal sampai akhir.

. Dalam p 'rkara No. 35/Pdt.G/ 2001/PN.YK im penggugat mengajukan eksepsi
berkenaan dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri di dalam
menyelesaikannya.

. Majelis Hakim dalam putusan selanya menolak eksepsi dari para tergugat,

apa dasar pertimbangan hukum dan penolakkan tersebut, mengingat dalam
kasus ini pewarisnya beragama Islam, bukankah hal itu menjadi Kompetensi

dan Pengadilan Agama untuk menanganinya.

. Apa dasar hukum pengadilan Negeri dalam memutuskan suatu perkara

perdata, Khususnya dalam sengketa kewarisan antara orang Islam dengan

non-Islam, apa berdasarkan Hukum Adat atau Hukum Perdata Barat,

mengmgat bangsa Indonesia sampai saat 1 belum memitiki kodinkasi hukum

dalam bidang kewarisan.

. Hukum tidak dapat memaksakan suatu ketentuan hukum kepada para pihak

yang berperkara, tetapi jika para pihak yang berperkara menginginkan

ketentuan hukum yang berbeda, bagaimana kebijakan dari para Hakim.

. Dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) mengenai pembagian warisan, apakah

pengadilan turut terlibat dalam proses pelaksanaannya.
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